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BUPATINGANJUK 

PROVINST J/\W/\ TTMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 19 TAHUN 2019 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERTAN TUNJANGAN HART RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN 

KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Peraluran Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga 

1:3elas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, 

juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2019 ten tang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepacia Pegawai 

Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 

Pensiun dan Penerima Tunjangan, maka perlu mengatur Teknis 

Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga 
Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
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Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tcngah, Djawa Barat, dan 

Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonseia Nomor 

5234); 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Tndonesia, 

Pejabat Negara, dan Pcnerima Pensiun atau Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6348); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 ten tang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, P~jabat Negara, 
Penerima Pensiun dan Penerima Tunj,Fmgan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan lernbaran 

Negara Republik lndonesia Nomur 6349); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah cliubah beberapa kah terakhir dcngan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeral1 

Kabupaten Nganjuk; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nornor 8 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019; 

13. Peraturan I3upati Nganjuk Nomor 63 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nga11juk Nomor 14 Tahun 2019; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARI RAYA, GAJl DAN TUNJANGAN KETIGA 
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk; 

3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk; 

4. Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Nganjuk; 
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5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap 

oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendudukj 

jabatan pemerintahan termasuk Calon Pegawai Negcri Sipil; 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi 
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara; 

7. Jabatan Fungsional adalah kcdudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam 

tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan 

tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya 

disyaratkan dengan angka kredit; 

8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri; 

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) untuk 

menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SK.PD; 

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 

SPM. 

BAB fl 

PEMBERIAN TUNJ ANG AN HAR1 RAYA DAN 

TUNJANGAN KETIGA BELAS 

Pasal 2 

PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan 

Hari RayA, gaji clan Tunjangan Ketiga Belas. 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 

penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum 

bulan Hari Raya; 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 

sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya 

diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang 

bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan 

Hari Raya; 
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(3) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yailu diberikan 

sebesar penghasilan bu lan Juni; 

(4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar 

penghasilan yang seharusnya diterima karena beru bahnya 

penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan 

selisih kekurangan penghasilan ketiga belas; 

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan 

bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD paling sedikit 

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan 

jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi 

gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum; 

(6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, 

tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan 

khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, 

tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, 

tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar 

negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan 

kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau 

insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang

undangan atau peraturan internal kcmenterian/lembaga 

dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3); 

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan potongan 1uran dan/ atau potongan lain 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(8) Penghasilan ~P-hagaimana dimaksud pada nyat (3) dikenakan 

pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) 

hari kerja sebelum tanggal Hari Raya; 

(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan 

atau tunjangan umum; 

(3) Dalam hal Tunjangan Hati Raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum dapat dibayarkai1., Tunjangan Hari Raya 

dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya; 
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(4) Pemberian Gaji Ketiga Belas meliputi gaji pokok, tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga 

belas di bayarkan pada bulan Juni; 

(5) Dalam hal Pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas belum 

dapat dibayarkan sebagairnanA d1mak~ud pada ayat (3) , 

pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. 

Pasal 5 

( 1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggot.a DPRD 

menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya dan 

Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang 

jumlahnya lebih besar. 

(2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD 

menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan 

Tunjangan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran 

tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan 

kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 6 

Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara dan Anggota 

DPRD yang meninggal dunia alau tewas dibcrikan 

Tunjangan Hrui Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) 

bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari 

Raya dan gaji Terusan tunjangan ketiga belas di berikan 

setelah bulan Juni . 

BAB III 

PEMBAYARAN TUNJANGAN HART RAYA DAN 

TUNJANGAN KETIGA BELAS 

Pasal 7 

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan 

Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

(2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan ketiga Belas 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat tersendiri dan 

terpisah dari SPM gaji bulanan. 

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga 

Belas. 
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BABlV 

PENDANMN 

Pasal 8 

Pembayaran 1'unjangan Hari Raya dan Gaji atau Tu~jangan 

Ketiga Relas dibebanka.n pada Anggaran Pendapatan dan 

Helanja Daerah pada Dokum~n Pelaksanaan Anggaran Saluan 

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 22 Mei 2019 

SEKRETARJS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

ttd 

Ir. AGOES SOEBAGIJO 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19600812 199103 1 013 

Ditetapkan di Nganjuk 

pada tanggal 21 Mei 2019 

BUPATl NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYA1' 

HERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAUUN 2019 NOMOR 19 

Salinan sesuai 
KEP A BAGJA 

NATIAS SH MM 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19661107 199403 1 005 


